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RINGKASAN 

 

Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang; Muhammad Wahyudi; 

150903101042; 2018; 70 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan 

Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, pada tanggal 26 Februari 2018 sampai 10 

April 2018. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan 

memahami Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos 

Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 

 Penulis mengamati mengenai Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan 

Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 

dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti Studi pustaka, Observasi 

dan wawancara yang terkait dengan judul  tugas laporan akhir penulis. Praktek 

Kerja Nyata ini mempelajari mengenai pajak rumah kos yang terdapat didalam 

klasifikasi pajak hotel, akan tetapi dalam peraturan daerah Kota Malang 

pengenaan tarif pajak rumah kos telah diatur sendiri dan berbeda dengan pajak 

hotel. Hanya rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar yang 

dikenakan pajak rumah kos. 

 Pajak rumah kos menggunakan self assessment sistem, yaitu wajib pajak 

diberikan keleluasaan oleh pemerintah daerah Kota Malang untuk melakukan 

perhitungan omset dan pajak yang terutang. Perhitungan pajak rumah kos dengan 

cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5% dengan omset yang 

diperoleh selama satu bulan. Pelaporan pajak rumah kos terkait dengan omset 

yang wajib pajak peroleh selama satu bulan kepada Badan Pelayanan Pajak 

Daerah Kota Malang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD). Wajib pajak menyampaikan SPTPD tersebut kepada Badan Pelayanan 

Pajak Daerah Kota Malang untuk dilakukan validasi dan penetapan pajak yang 

terutang. Setelah ditetapkan pajak yang terutang, wajib pajak melakukan 

penyetoran melalui Bank Jatim dengan nomor rekening yang telah ditentukan oleh 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Setelah melakukan penyetoran di 
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Bank Jatim, wajib pajak mendapatkan bukti setor yang kemudian dilaporkan ke 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk mendapatkan Surat Setoran 

Pajak Daerah yang menerangkan bahwasannya wajib pajak tersebut telah 

melakukan penyetoran pajak yang terutang. Keterlambatan penyetoran pajak 

dapat dikenakan sanksi sebesar 2% dari pajak yang terutang.  

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0752/UN25.1.2/SP/2018, 

Program Studi Diploma III Perpajakan,  Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

     Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang memiliki jumlah penduduk 261,1 juta jiwa, yang tersebar dari 

sabang hingga merauke. Sehingga pemerataan pembangunan dalam segala bidang 

harus terlaksana agar setiap penduduk di Indonesia dapat merasakan keadilan. 

Untuk dapat melakukan pemerataan pembangunan, Indonesia memiliki beberapa 

sumber pembiayaan yaitu perusahaan milik negara (BUMN), hasil bumi, 

pungutan pajak, dan penerimaan negara bukan pajak. Di Indonesia, pajak 

merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara yang terbesar, bahkan lebih 

dari 70% sumber pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Definisi pajak 

menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Pengenaan Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 

yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang pengelolaannya 

di tangani langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat dalam hal ini yaitu 

Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Pajak daerah yaitu pajak 

yang pengelolaannya di tangani oleh tiap-tiap daerah di Indonesia baik di tingkat 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kndaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 
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Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Wicaksono dan Pamungkas, 2017 

: 82) 

 Kota Malang merupakan salah satu daerah dengan potensi pajak daerah 

yang bagus. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang memanfaatkan potensi 

tersebut untuk meningkatkan dan meratakan pembangunan di Kota Malang 

sekaligus memajukan Kota dengan julukan Kota Apel tersebut. Berikut 

merupakan data Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang dari tahun 2016 

dan 2017:  

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang dari tahun 2016 dan 2017 

 

No 

 

Jenis 

Pajak 

Tahun 

2016 2017 

Target (Rp) Realisasi (Rp) Target Realisasi 

1 Hotel 27.680.570.200 37.857.637.844, 37.180.570.300 43.119.974.826 

2 Restoran 34.976.534.500 47.498.229.279 44.976.534.500 55.192.612.040 

3 Hiburan 5.543.000.000 6.610.023251 6.293.000.000 7.816.824.218 

4 Reklame 18.676.522.800 22.101.587.217 18.176.522.700 19.094222.303 

5 Penerangan 

Jalan 

44.602.106.500 47.568.068.965 48.102.106.500 54.213.527.590 

6 Parkir 3.501.998.000 4.887.815.130 4.501.998.000 5.280.261.785 

7 Air Tanah 600.000.000 809.743.186 600.000.000 807.463.681 

8 BPHTB 108.550.000.000 144.892.155.137 135.800.000.000 170.091.879.687 

9 PBB 56.869.268.000 62.416.413.408 56.869268.000 59.324.193.363 

JUMLAH 301.000.000.000 374.641.673.419 352.500.000.000 414.940.959.495 

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (2018). 

 

 Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa potensi pajak daerah 

Kota Malang sangat bagus, didukung oleh kinerja pemerintah yang 

memaksimalkan potensi pajak daerah, sehingga penerimaan pajak daerah Kota 

Malang selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Kota Malang juga 

memiliki keindahan alam dan menjadi tempat destinasi wisata yang menarik 
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untuk dikunjungi, sehingga banyak wisatawan yang menjadikan Kota Malang 

sebagai tujuan destinasi mereka. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke Kota Malang, diiringi juga dengan pesatnya pembangunan hotel. 

Dengan pesatnya pembangunan hotel di Kota Malang, juga meningkatkan 

penerimaan pajak hotel, terbukti pajak hotel menjadi pajak penyumbang terbesar 

ke lima dari sembilan pajak daerah di Kota Malang. Pajak hotel merupakan pajak 

atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan atau perisitirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan, dan rumah kos 

dengan kamar lebih dari sepuluh. Selain destinasi, Kota Malang juga menjadi kota 

pendidikan karena terdapat beberapa Perguruan Tinggi terkemuka berada di Kota 

Malang yang memiliki ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia bahkan berasal dari luar negeri.  

 Dengan banyaknya mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota 

Malang, rumah kos menjadi salah satu alternatif tempat tinggal mahasiswa selama 

menempuh pendidikan di Kota Malang, sehingga tidak heran merebaknya bisnis 

rumah kos di Kota Malang. Berdasarkan data dari Badan Pelayanan Pajak Daerah 

Kota Malang, hingga bulan april 2018 terdapat 988 rumah kos yang terdaftar. 

Bisnis rumah kos menjadi bisnis yang menjanjikan bagi mereka yang bertempat 

tinggal di daerah dekat dengan Perguruan Tinggi. Berdasarkan Peraturan Walikota 

Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah, 

rumah kos adalah rumah yang menyewakan sejumlah kamar yang dihuni para 

mahasiswa atau karyawan yang keberadaannya di kawasan perkampungan dengan 

keberadaannya harus melaporkan dulu kepada aparat desa setempat dan 

pembayarannya tiap bulan. Dengan merebaknya bisnis rumah kos ini, pajak 

rumah kos juga menjadi salah satu penerimaan daerah yang tidak bisa diabaikan. 

Hal ini dikarenakan Kota Malang begitu banyak rumah kos yang tersedia mulai 

dari untuk karyawan hingga mahasiswa, mulai harga terjangkau untuk mahasiswa 

hingga harga yang tinggi dengan fasilitas yang mewah. Akan tetapi, tidak semua 
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wajib pajak rumah kos dalam hal ini pemilik rumah kos menyadari adanya 

pungutan pajak rumah kos.  

 Menurut Kasubid Pendataan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota 

Malang, kebanyakan wajib pajak rumah kos tidak mengetahui adanya pungutan 

pajak rumah kos atas bisnis rumah kos mereka, sehingga Badan Pelayanan Pajak 

Daerah Kota Malang gencar memberikan sosialisasi tentang pajak rumah kos. 

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari wajib pajak rumah kos, Wajib 

pajak rumah kos mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan, pelaporan, 

dan penyetoran pajak rumah kos mereka karena keterbatasan pengetahuan 

mereka, sehingga mereka merasa enggan membayar. Oleh karena itu selama 

mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil perhitungan, 

pelaporan dan penyetoran Pajak Rumah Kos karena penulis ingin mengetahui 

prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak rumah kos pada Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis 

memilih judul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak 

Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah   

      Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penulis mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Prosedur Perhitungan, Pelaporan dan 

Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota 

Malang?” 

 

1.3    Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  

         Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui 

Prosedur Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata  

         Adapun manfaat dari Praktek Kerja Nyata yaitu:  
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a. Bagi Mahasiswa  

1. Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis khususnya tentang 

Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos; 

2. Dapat membandingkan teori-teori yang diperoleh selama di perkuliahan 

dengan perolehan di lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan 

keahlian dalam bidang perpajakan; 

3. Sebagai wadah mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja dengan 

dibekali pengalaman dan pengetahuan saat Praktek Kerja Nyata. 

b. Bagi Universitas jember 

1. Dapat terjalin hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas 

Jember dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang; 

2. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai  

perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember, pada  

khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Prosedur 

    Menurut Mulyadi (2008:5), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi 

yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) yaitu tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau langkah 

demi langkah dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Jadi, Prosedur merupakan 

suatu urutan atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang 

dilakukan oleh beberapa orang. 

 

2.2 Pajak 

2.2.1 Definisi Pajak 

 Para ahli memberikan definisi ataupun pengertian pajak yang berbeda 

namun memiliki makna dan tujuan yang sama. Berikut definisi pajak menurut 

beberapa ahli: 

a. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

b. Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1), Pajak sebagai 

suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 

balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraaan secara 

umum; 

c. Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam sumarsan 

(2015:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 
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dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali 

yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak 

adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk 

pembiayaan negara dan kesejahteraan rakyat. 

 

2.2.2 Fungsi Pajak  

 Terdapat dua fungsi pajak (Siti Resmi, 2016:3), yaitu: 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), yaitu pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin 

maupun pembangunan. Pemerintah memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai 

jenis pajak; 

b. Fungsi Regularend (Pengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut beberapa 

contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur: 

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, 

tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin 

mahal; 

2. Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak 

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar 

pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan; 

3. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar 

menanamkan modalnya di Indonesia. 
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2.2.3 Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak 

 Subjek  Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak (Sumarsan, 2015:7)  sebagai 

berikut :  

a. Subjek Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak; 

b. Objek Pajak yaitu bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi 

maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak; 

c. Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan       

perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 

 

2.2.4 Hukum Pajak  

 Hukum Pajak dapat dibagi menjadi dua (Mardiasmo, 2013:5), yaitu: 

a. Hukum Pajak Materil, merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, 

perbuatan, dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang harus 

dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Hukum pajak materil mengatur 

tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hapusnya 

hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak; 

b. Hukum Pajak Formil, merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara 

untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatu kenyataan. Hukum pajak 

Formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi 

jaminan bahwa hukum materilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin.  

 

2.2.5 Perlawanan Terhadap Pajak 

 Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar 

masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian 

timbullah perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan 

menjadi dua ( Sumarsan, 2015:8), yaitu: 

a. Perlawanan Pasif  

 Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak 

dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Misalnya, wajib 
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pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya. Untuk itu 

diperlukan adanya pembukuan. 

b. Perlawanan Aktif  

 Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: 

1) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Penghindaran pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak keluar. Dalam 

 penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-

 undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan dua cara yaitu: 

a. Menahan diri, yaitu dengan wajib pajak menahan diri tidak melakukan 

sesuatu yang nantinya bisa dikenakan pajak.  

b. Lokasi terpencil, yaitu dengan memindahkan lokasi usaha atau 

domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif 

pajaknya rendah. 

2) Pengelakan Pajak (Tax Evation) 

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud 

melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara 

menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Misalnya, seorang 

konsultan/profesional bebas menyembunyikan sebagian pendapatannya, 

kecil kemungkinan diketahui oleh fiskus karena dia sendiri yang mencata 

penghasilannya. 

3) Melalaikan Pajak  

Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang 

seharusnya dilakukan. Misalnya, menolak membayar pajak yang telah 

ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus 

dipenuhi oleh wajib pajak. 

2.2.6 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 

 Berikut ini beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut 

pajak dari rakyatnya (Siti Resmi, 2017:5), yaitu:   
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a. Teori Asuransi 

 Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan 

segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta 

bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi, untuk melindungi orang dan 

kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara 

dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang 

sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. 

b. Teori Kepentingan  

 Teori ini awalnya anya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus 

dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian ini harus didasarkan atas kepentingan 

masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas 

jiwa orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika 

biaya-biaya yang dikeluarkan negara dibebankan kepada mereka. 

c. Teori Gaya Pikul  

 Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak 

pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan 

atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tesebut, diperlukan biaya-biaya 

yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu 

dalam bentuk pajak. 

d. Teori Kewajiban Pada Mutlak (Teori Bakti) 

 Teori ini berlawanan dengan ketiga teori di atas yang tidak mengutamakan 

kepentingan warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, 

timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri , 

dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, 

persekutuan yang menjelma menjadi negara berhak atas satu dan yang lain. 

e. Teori Asas Gaya Beli 

 Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi 

hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yangbbaik itu sebagai dasar 

keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan 

pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk 
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rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat 

dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah 

tertentu.  

 

2.2.7 Jenis Pajak  

 Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga 

(Siti Resmi, 2016:7), yaitu: 

a. Menurut Golongannya 

1. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahakan kepada orang lain atau pihak 

lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

2. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

b. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi 

wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

2. Pajak Objektif, pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

c. Menurut Lembaga Pemungutanya 

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM) 

2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak 

Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. 
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2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak  

 Tata cara pemungutan pajak dikelompokkan menjadi tiga (Siti Resmi 

2017:8), sebagai berikut: 

a.  Stelsel Pajak 

1. Stelsel Nyata (Riil) 

Merupakan stelsel pajak yang menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pph, Objeknya 

adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat 

diakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang 

sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. 

2. Stelsel Anggapan (Fiktif) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan 

suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga 

pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak 

yang terutang pada tahun sebelumnya.  

3. Stelsel Campuran  

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi 

antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun 

besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak yang betempat tinggal di wilayahnya, baik 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 

2. Asas Sumber  

Asas ini menyatakan negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan 

yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib 

pajak. 
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3. Asas Kebangsaan  

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak asing di Indonesia dikenakan 

kepada atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, 

tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 

c. Sistem Pemungutan Pajak  

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk: 

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang; 

b. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 

c. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; 

d. mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya. 

3. With Holding System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

 

2.2.9 Tarif Pajak 

 Menurut Siti Resmi (2017:13), untuk menghitung besarnya pajak yang 

terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Jenis 

tarif pajak dapat dibedakan sebagai berikut:  
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a. Tarif Tetap 

Merupakan tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya 

dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. 

b. Tarif Proporsional (Sebanding)  

Merupakan tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap 

berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, 

makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara 

proporsional atau sebanding.  

c. Tarif Progresif (Meningkat) 

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat 

dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif Progresif dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu:  

1. Tarif Progresif-Proporsional 

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut 

adalah tetap.  

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif-Proporsional 

No Dasar Pengenaan Pajak  Tarif Pajak  

1 Sampai dengan Rp.10.000.000 15% 

2 Diatas Rp.10.000.000 s.d Rp.25.000.000 25% 

3 Di atas Rp.25.000.000 35% 

 

2. Tarif Progresif-Progresif 

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut 

juga semakin meningkat. 
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Tabel 2.2 Tarif Pajak Progresif-Progresif 

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak 

1 Sampai dengan Rp.50.000.000 10% 

2 Di atas Rp.25.000.000 s.d Rp.50.000.000 15% 

3 Di atas Rp.50.000.000 30% 

 

3. Tarif Progresif-Degresif  

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut 

semakin menurun.  

Tabel 2.3 Tarif Pajak Progresif-Degresif 

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak 

1 Rp. 50.000.000 10% 

2 Rp.100.000.000 15% 

3 Rp.200.000.000 18% 

 

4. Tarif Degresif  

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan semakin 

meningkatnya dasar pengenaan pajak. 

Tabel 2.4 Tarif Degresif (Menurun) 

No Dasar Pengenaan Pajak  Tarif 

1 Rp.50.000.000 30% 

2 Rp.100.000.000 20% 

3 Rp.200.000.000 10% 

  

 

2.3  Pajak Daerah 

2.3.1   Dasar Hukum 

 Dasar Hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah; 
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b. Undang-undang Nomor 34 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 

18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. 

 

2.3.2   Pengertian Pajak Daerah  

           Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah 

daerah, yang berguna untuk untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah 

dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD yang mana digunakan untuk 

melangsungkan pembangunan daerah tersebut. Pajak daerah dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwal).  

          Berikut beberapa definisi-definisi yang berkaitan dengan pajak daerah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009:  

a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi sepuas-puasnya dalam 

sistem dan prinsip NKRI; 

c. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;  
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d. Peraturan daerah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD 

Provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama kepala 

daerah.  

 

2.3.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah 

 Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut: 

a. Jenis dan tarif Pajak Provinsi terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor, tarif 10%; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif 20%; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarif10% ; 

4) Pajak Air Permukaan, tarif 10%; dan 

5) Pajak Rokok, tarif 10%. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu terdiri atas: 

1) Pajak Hotel, tarif 10%; 

2) Pajak Restoran, tarif 10%; 

3) Pajak Hiburan, tarif 35%; 

4) Pajak Reklame, tarif 25%; 

5) Pajak Penerangan Jalan, tarif 10%; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan bantuan, tarif 10%; 

7) Pajak Parkir, tarif 30%; 

8) Pajak Air Tanah, tarif 20%; 

9) Pajak Sarang Burung Walet, tarif 10%; 

10) Pajak Bumi dan Bngunan Perdesaan dan Perkotaan, tarif 0,3%; 

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tarif 5%. 

 

2.3.4 Pembayaran Pajak Daerah 

 Menurut Siahaan (2016:112), pembayaran pajak daerah ada dua yaitu 

wajib pajak melakukan perhitungan sendiri atas pajak yang terutang dan 

ditetapkan oleh kepala daerah dengan berdasarkan undang-undang. Wajib pajak 

yang ditetapkan untuk membayar sendiri pajak yang terutang, membayar pajak 
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dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD surat 

yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan 

daerah. Sedangkan wajib pajak yang ditetapkan untuk membayar pajak daerah 

yang terutang berdasarkan ketetapan kepala daerah membayar pajak dengan 

menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan pajak 

yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 

 Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama tiga puluh hari kerja setelah saat 

terutangnya pajak dan paling lama enem bulan sejak sejak diterimanya SPPT oleh 

wajib pajak. Kepala daerah menetukan jatuh tempo pembayaran atas jenis-jenis 

pajak daerah namun tidak melebihi tiga puluh hari setelah saat terutangnya pajak. 

Apabila wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketetapan kepala 

maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan 

putusan banding menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus 

dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan. 

 Penyetoran pajak daerah yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau 

tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 20 Tahun 2013 

Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Pasal 45 dan 47, yaitu: 

a. Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah sesuai 

dengan waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD; 

b. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD; 

c. Pajak hotel dipungut oleh pemilik/pengusaha/pengelola/penanggung jawab 

hotel dan disetor ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas 

Pendapatan Daerah paling lambat pada akhir bulan berikutnya; 

d. Pajak restoran dipungut oleh pengusaha/pengelola/penanggung jawab restoran 

dan disetor ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan 

Daerah paling lambat pada akhir bulan berikutnya; 
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e. Pajak hiburan dipungut oleh pemilik/pengusaha/pengelola/penanggung 

jawab/penyelenggara kegiatan hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke 

kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah paling 

lambat pada akhir bulan berikutnya dan/atau saat penyelenggaraan hiburan; 

f. Pajak reklame disetor oleh penyelenggara reklame/pemegang merk ke kas 

daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat 

menyelenggarakan reklame; 

g. Pajak penerangan jalan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Perusahaan 

Listrik Negara, dipungut oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan 

disetor ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan 

Daerah paling lama tanggal 20 bulan berikutnya; 

h. Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh PT. (Persero) 

Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh wajib pajak ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah setiap akhir bulan 

berikutnya; 

i. Pajak air tanah disetor oleh wajib pajak ke kas daerah melalui tempat 

pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah setiap akhir bulan berikutnya 

sejak pengambilan/pemanfaatan air tanah. 

 

2.4  Pajak Hotel  

2.4.1  Definisi Pajak Hotel  

 Menurut Siahaan (2016:299), Hotel adalah bangunan yang khusus 

disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, 

dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya 

yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh 

pertokoan dan perkantoran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang 

dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 
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termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 

sepuluh. 

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel  

Dasar hukum pajak hotel sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. 

c. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, 

Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pajak Daerah. 

 

2.4.3 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Hotel  

 Subjek, objek, dan wajib pajak hotel (Siahaan 2016:301), yaitu: 

a. Subjek Pajak Hotel 

 Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang 

menjadi pengusaha hotel. Dengan demikian, yang menjadi subjek pajak hotel 

adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh 

pihak hotel.     

b. Objek Pajak Hotel  

       Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan 

hiburan. Dalam pengenaan pajak hotel, yang menjadi objek pajak termasuk 

pelayanan yaitu: 

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian 

rumah penginapan termasuk rumah kos dengan kamar lebih dari sepuluh. 

Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma 

pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan; 
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2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang 

seperti telepon, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya 

yang disediakan dan dikelola oleh hotel;  

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tmau hotel, 

bukan untuk umum; 

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.  

c. Wajib Pajak Hotel 

 Yang menjadi wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang 

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaanya melakukan usaha di bidang 

penginapan. 

 

2.4.4 Tarif dan cara perhitungan Pajak Hotel 

 Menurut Siahaan (2016:305), tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada 

pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai 

dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 

Tentang Pajak Daerah, tarif pajak hotel di Kota Malang ditetapkan sebesar 10%. 

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak hotel yaitu jumlah 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh konsumen kepada hotel. Secara 

umum perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Pajak terutang= Tarif pajak 10% x Dasar  Pengenaan Pajak 

           Tarif Pajak 10% x Jumlah pembayaran atau 

           yang seharusnya dibayar kepada hotel 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


22 
 

2.5  Pajak Rumah Kos  

2.5.1 Definisi Pajak Rumah Kos  

 Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang 

Tata cara Pembayaran Pajak Daerah, pajak rumah kos adalah pajak yang 

dikenakan atas  rumah yang menyewakan sejumlah kamar yang dihuni oleh 

mahasiswa atau karyawan yang keberadaannya di kawasan perkampungan dengan 

keberadaannya harus melaporkan dahulu kepada aparat desa setempat dan 

pembayarannya setiap bulan. 

 

2.5.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Rumah Kos  

 Subjek, objek, dan wajib pajak rumah kos menurut kasubid pendataan di 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, yaitu: 

a. Subjek pajak rumah kos yaitu orang pribadi yang menyewa kamar di rumah 

kos. Dalam artian mereka yang bertempat tinggal di kamar rumah kos yang 

disediakan.  

b. Objek pajak rumah kos yaitu rumah yang menyewakan sejumlah kamar yang 

memiliki sepuluh atau lebih yang dihuni oleh mahasiswa atau karyawan yang 

pembayarannya dilakukan setiap bulan. 

c. Wajib pajak rumah kos yaitu orang pribadi yang pekerjaanya melakukan 

usaha di bidang rumah kos. 

 

2.5.3 Tarif dan cara Perhitungan Pajak Rumah Kos 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak 

Daerah Pasal 7 Ayat 2 tarif pajak rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh 

kamar ditetapkan sebesar 5%. Besaran pokok pajak rumah kos yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan omset per bulan dengan tarif yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Malang sebesar 5%. Perhitungan pajak 

rumah kos adalah sebagai berikut:  

 

Pajak terutang= Tarif 5% x Omset per bulan 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanaakan di Kantor Badan 

Pelayanan Pajak Daerah, Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 1, Jalan Mayjend 

Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang pada bidang Pendataan, 

Pendaftaran, dan Penetapan. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota 

Malang (BP2D) surat tugas nomor 0752/UN25.1.2/SP/2018 dilaksanakan selama 

30 hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 – 10 April 2018. Adapun 

kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pelayanan Pajak Daerah  

   Kota Malang 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 08.00 - 15.00 12.00 - 13.00 

Jumat 07.30 - 15.00 11.30 - 13.00 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

 

3.2    Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan   

         Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan di 

Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan pada Badan Pelayanan Pajak 

Daerah Kota Malang, sehingga dibuat Laporan Tugas Akhir dengan judul 

“Prosedur Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang”. Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan 

Penetapan bertugas melakukan pemungutan pajak daerah, yang mana dalam 

pemungutan tersebut sudah termasuk pendataan wajib pajak, penentuan besar 
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pajak yang terutang, penagihan dan yang melakukan pengawasan penyetoran 

pajak oleh wajib pajak. Pada bidang ini, penulis diberikan kesempatan untuk 

melakukan pendataan wajib pajak. 

 

3.2.2  Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata 

            Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang 

dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini :  

No Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1 Senin, 26 Februari 2018 

Penanggung Jawab: 

Ibu Surya Bettasari, SE, 

MM Selaku Kepala 

Bagian Umum Dan 

Sumber Daya Manusia. 

 

a. Apel Pagi 

b. Perkenalan di 

bagian pendataan, 

pendaftaran, dan 

penetapan. 

c. Pengenalan teknis 

surat masuk dan 

keluar. 

d. Membaca seluruh 

jenis pajak daerah 

beserta perda dan 

perwal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dapat 

meningkatkan 

kinerja dan 

kedisiplinan. 

b. Dapat menjalin tali 

silaturahmi. 

c. Dapat memahami 

alur surat keluar 

dan masuk. 

d. Dapat memahami 

isi perda dan perwal 

Kota Malang. 
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(a) (b) (c) (d) 

2 Selasa, 27 Februari 

2018  

Penanggung Jawab:  

Bapak Ir. H Ade 

Herawanto, MT 

 

a. Apel Pagi. 

b. Pemberian 

penjelasan studi 

kasus oleh kepala 

seksi bagian 

pendataan tentang 

PBBP2. 

c. Membuat arsip 

tentang objek 

PBBP2 di daerah 

Kota Malang. 

d. Pemberian materi 

mengenai pemetaan 

objek PBBP2 di 

Kota Malang. 

a. Dapat 

meningkatkan 

kinerja dan 

kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

solusi dalam 

pemecahan masalah 

PBBP2. 

c. Dapat mengetahui 

tata cara dalam 

kearsipan. 

d. Dapat memahami 

pemetaan objek 

PBBP2 di Kota 

Malang. 

3 Rabu, 28 Februari 2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Tedy Sujadi S, 

ST.,M.Eng.Sc selaku 

Kepala Bidang 

Pendataan, Pendaftaran, 

dan Penetapan 

 

a. Briffing. 

b. Menginput data 

baru wajib pajak 

dalam PBBP2. 

c. Merekap SPPT tiap-

tiap wajib pajak 

PBBP2. 

a. Dapat 

meningkatkan kerja 

sama yang baik. 

b. Dapat mengetahui 

sistem pendataan 

wajib pajak. 

c. Dapat memahami 

kelas-kelas PBBP2 

di SPPT. 
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(a) (b) (c) (d) 

4 Kamis dan jumat, 1 dan 

2 Maret 2018 

Penanggung jawab: 

Ibu Ni luh Eka 

Pujiastuti, SE., MM 

selaku kasubid 

pendataan. 

a. Briffing. 

b. Menginput data 

mutasi wajib pajak 

PBBP2. 

c. Diberi tugas ke 

Kantor Dispenduk 

Kota Malang untuk 

mengambil berkas. 

a. Dapat 

meningkatkan kerja 

sama yang baik. 

b. Dapat mengetahui 

sistem mutasi wajib 

pajak PBBP2. 

c. Dapat menambah 

wawasan diluar 

kantor Badan 

Pelayanan Pajak 

Daerah. 

5 

 

Senin dan Selasa, 5 dan 

6 Maret 2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Ir. H Ade 

Herawanto, MT 

a. Apel Pagi. 

b. Mengklasifikasikan 

data wajib pajak 

PBBP2. 

a. Dapat 

meningkatkan 

kinerja dan 

kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

klasifikasi wajib 

pajak PBBP2 

6 Rabu, Kamis, dan 

Jumat 7, 8 dan 9 Maret 

2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Tedy Sujadi S, 

ST.,M.Eng.Sc 

 

a. Briffing. 

b. Menginput data 

wajib pajak PBBP2. 

c. Penyampaian materi 

mengenai pajak 

rumah kos. 

 

a. Dapat 

meningkatkan kerja 

sama yang baik. 

b. Dapat memahami 

sistem input data 

wajib pajak 

PBBP2. 

c. Dapat memahami 

tentang pajak 

rumah kos. 
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(a) (b) (c) (d) 

7 

 

 

 

 

 

Senin dan Selasa, 12 

dan 13 Maret 2018 

Penanggung jawab: Ibu 

Ni luh Eka Pujiastuti, 

SE.,MM 

a. Apel Pagi. 

b. Wawancara kepada 

kepala seksi bidang 

pendataan. 

c. Merekap SKPD 

pajak reklame. 

a. Dapat 

meningkatkan 

kinerja dan 

kedisiplinan. 

b. Dapat memperoleh 

data-data terkait 

tugas laporan akhir. 

c. Dapat memahami 

surat ketetapan 

pajak reklame. 

8 Rabu, Kamis, dan 

Jumat 14, 15 dan 16 

Maret 2018 

Penanggung jawab:  

Ibu Ni luh Eka 

Pujiastuti, SE.,MM 

a. Mengarsip data 

PBBP2. 

b. Wawancara 

mengenai Pajak 

rumah kos. 

c. Pemberian materi 

tentang PBBP2.  

d. Pemindahan ke 

bidang penagihan. 

a. Dapat mengetahui 

sistem pengarsipan 

data PBBP2. 

b. Dapat memahami  

pajak rumah kos 

lebih mendalam. 

c. Dapat mengetahui 

tentang PBBP2 di 

Kota Malang. 

d. Dapat mengetahui 

fungsi bidang 

penagihan. 
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(a) (b) (c) (d) 

9 Senin dan Selasa, 19 

dan 20 , Maret 2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Ir. H Ade 

Herawanto, MT 

  

a. Apel Pagi 

b. Merekap SKPDKB  

pajak rumah kos. 

c. Merekap data wajib 

pajak restoran pada 

2 kecamatan. 

d. Menginput data 

omset pajak 

restoran. 

a. Dapat 

meningkatkan 

kinerja dan 

kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

surat ketetapan 

pajak kurang bayar 

pajak rumah kos. 

c. Dapat 

meningkatkan 

ketelitian dalam 

bekerja. 

d. Dapat mengetahui 

pencapaian omset 

setiap restoran. 

10 Rabu, Kamis, dan 

Jumat 21, 22, dan 23 

Maret 2018 

Penanggung jawab:  

Ibu Luluk Khafifah, SE 

selaku Kasubid 

Penagihan 

a. Menginput data 

tunggakan PBBP2. 

b. Merekap SKPDKB 

pajak rumah kos. 

c. Melakukan 

wawancara tentang 

target dan realisasi 

pajak daerah. 

a. Dapat mengetahui 

besaran tunggakan 

pembayaran 

PBBP2. 

b. Dapat mengetahui 

surat ketetapan 

pajak kurang bayar 

pajak rumah kos. 

c. Dapat mengetahui 

target dan realisasi 

pajak daerah Kota 

Malang. 
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(a) (b) (c) (d) 

11 Senin, Selasa, Rabu 26, 

27, dan 28 Maret 2018 

Penanggung jawab: 

Ibu Luluk Khafifah, SE 

selaku Kasubid 

Penagihan 

a. Apel pagi. 

b. Menginput data 

tunggakan PBBP2. 

c. Menginput data 

pengurangan 

PBBP2. 

d. Merekap SSPD 

pajak daerah. 

a. Dapat 

meningkatkan 

kinerja dan 

kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

besaran tunggakan 

pembayaran 

PBBP2. 

c. Dapat mengetahui 

sistem pengurangan 

PBBP2. 

d. Dapat mengetahui 

SSPD lebih 

mendalam. 

12 Kamis dan Senin, 29 

Maret dan 2 April 2018 

Penanggung jawab: Ibu 

Luluk Khafifah, SE 

selaku Kasubid 

Penagihan 

 

a. Apel pagi 

b. Menginput data 

pengadaan alat tulis 

kantor. 

c. Merekap SSPD 

pajak daerah. 

d. Menginput data 

wajib pajak yang 

sudah tutup atau 

tidak beroperasi. 

a. Dapat 

meningkatkan 

kinerja dan 

kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

jumlah pengadaan 

alat tulis kantor. 

c. Dapat mengetahui 

SSPD lebih 

mendalam. 

d. Dapat mengetahui 

perlakuan kepada 

wajib pajak yang 

sudah tutup atau 

tidak beroperasi. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


30 
 

(a) (b) (c) (d) 

13 Selasa dan Rabu, 3 dan 

4 April 2018 

Penanggung Jawab: 

Ibu Dra. Wiwik 

Yosoniati selaku 

kasubid penetapan. 

a. Apel Pagi 

b. Melakukan sesi 

tanya jawab tentang 

pajak daerah di 

bidang penetapan. 

c. Menginput data 

tunggakan wajib 

pajak. 

d. Merekap data 

pengurangan wajib 

pajak PBBP2. 

a. Dapat 

meningkatkan 

kinerja dan 

kedisiplinan. 

b. Dapat 

memperdalam 

pengetahuan 

tentang penetapan  

pajak daerah. 

c. Dapat mengetahui 

besaran tunggakan. 

d. Dapat mengetahui 

sistem pengurangan 

PBBP2. 

14 Kamis dan Jumat, 5 dan 

6 April 2018 

Penanggung jawab: Ibu 

Reza 

 

a. Membantu 

penginputan data 

pengadaan alat tulis 

kantor. 

b. Menulis alamat 

untuk pengiriman 

surat peringatan 

kepada wajib pajak 

yang menunggak. 

c. Merekap SSPD 

pajak daerah. 

a. Dapat mengetahui 

jumlah pengadaan 

alat tulis kantor. 

b. Dapat mengetahui 

surat peringatan 

kepada wajib pajak 

yang menunggak. 

c. Dapat mengetahui 

SSPD lebih 

mendalam. 
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(a) (b) (c) (d) 

15 Senin dan Selasa, 9 dan 

10 April 2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Bayu 

a. Apel Pagi. 

b. Menginput data 

SSPD pajak 

reklame. 

c. Merekap data 

pengurangan 

PBBP2. 

d. Berpamitan dan 

berterima kasih 

kepada semua staf. 

a. Dapat 

meningkatkan 

kinerja dan 

kedisiplinan. 

b. Dapat mengetahui 

SSPD lebih 

mendalam. 

c. Dapat mengetahui 

sistem pengurangan 

PBBP2. 

d. Dapat 

meningkatkan rasa 

kekeluargaan dan 

silaturahmi antar 

sesama. 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.1 Jenis Data  

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka 

sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 

Sedangkan data kualitatif adalah data yang informasi yang berbentuk verbal. Data 

kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa SPTPD, SSPD pajak 

rumah kos sedangkan data kualitatif berupa wawancara yang digunakan sebagai 

dasar dalam menentukan target pajak rumah kos. 

 

3.3.2 Sumber Data  

         Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Data Primer  

 Data yang diperoleh langsung dari wajib pajak dan fiskus. Data primer 

diperoleh dari data-data terkait perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak 

rumah kos, SPTPD pajak rumah kos, SSPD pajak rumah kos dan pengamatan 

secara langsung serta wawancara dengan pihak-pihak terkait   

b. Data Sekunder  

 Data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung 

data primer. Dengan kata lain, data primer yang telah diolah lebih lanjut yang 

ada kaitannya dengan pembahasan dalam laporan akhir ini seperti buku, 

wawancara, artikel, dan undang-undang. 

  

3.3 Metode Pengumpulan Data  

      Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah:  

a. Studi Pustaka  

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

Laporan Tugas Akhir ini.  

b. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi 

data-data mengenai pajak rumah kos. 

c. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun 

penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa staf yaitu: 

a. Ibu Ni Luh Eka Pujiastuti, SE., MM selaku kasubid pendataan. 

b. Ibu Dra.Wiwik Yosoniati selaku kasubid Penetapan. 

c. Bapak Nanang Sweistinura, S.AB selaku kasubid pendaftaran.  
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)  yang dilakukan di 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang tentang Prosedur Perhitungan, 

Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Dalam perhitungan pajak rumah kos terdapat dua unsur yaitu dasar pengenaan 

pajak rumah kos dan tarif pajak rumah kos, dasar pengenaan pajak rumah kos 

yaitu jumlah pembayaran setiap penyewa kamar kos sedangkan tarif pajak 

rumah kos yaitu tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang 

mengenai pajak rumah kos. Perhitungan pajak kamar kos dengan mencatat 

seluruh kamar kos yang tersewa dan menjumlah seluruh jumlah pembayaran 

setiap kamar yang tersewa dengan masa per bulan, setelah itu didapatlah 

omset per bulan. Omset per bulan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan 

yaitu sebesar 5%. 

b. Wajib pajak menghitung jumlah pendapatan dan jumlah pajak terutang dan 

menyampaikan ke Badan Pajak Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam SPTPD 

tersebut wajib pajak mengisikan jumlah pembayaran yang diterima (omset) 

dan jumlah pajak yang terutang.  

c. Penyetoran pajak rumah kos dilakukan di bank yang sudah ditunjuk oleh 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yaitu Bank Jatim. Wajib pajak 

mengisi formulir setoran dengan benar, dan mendapat bukti setor dari Bank 

Jatim. Wajib pajak menunjukkan bukti setor tersebut ke Badan Pelayanan 

Pajak Daerah Kota Malang untuk mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD). 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penilaian Praktek Kerja Nyata tentang Prosedur 

Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan 

Pajak Daerah Kota Malang, terdapat beberapa saran atau masukan dari penulis 

yaitu sebagai berikut:  

a. Petugas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam pelaksanaannya 

harus berpedoman pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. 

b. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang lebih meningkatkan sosialisasi 

dalam pajak rumah kos, agar wajib pajak rumah kos dapat melaksanakan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

c. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang lebih meningkatkan dalam 

analisis data wajib pajak rumah kos agar terhindar dari manipulasi omset dari 

wajib pajak, mengingat pajak rumah kos menggunakan sistem self assessment 

system. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dari               

BAKESBANGPOL Kota Malang   
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Lampiran 3. Surat Balasan Diterima Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pelayanan 

Pajak Daerah Kota Malang 
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Lampiran 4. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata  

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


54 
 

 

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 8. Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan  
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Lampiran 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 
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Lampiran 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Pajak Daerah 
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Lampiran 12. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata 

Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran  dan Penundaan 

Pembayaran Pajak  
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Lampiran 13. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
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Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTPD) 
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